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BAB   I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau 
pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam 
keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan 
dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagai reaksi-reaksi terhadap 
adanya hukum untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam 
masyarakat maka setiap tindakan manusia yang dilarang dapat  
dikategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran akan dijatuhi 
hukuman atau pidana. 
Pidana dengan segala manifestasinya pada dasarnya merupakan 
upaya yang dilakukan untuk memberantas atau mencegah terjadinya 
tindak pidana tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHPidana) Indonesia, mengenai penjatuhan hukuman terhadap 
orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, 
sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi 
perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang 
baik, dengan perkataan lain menjadi orang yang baik. 
Sebagai warga negara yang cinta akan keadilan, maka 
seyogyanyalah apabila senantiasa diharapkan sportivitas pemerintah 
dalam melaksanakan semua peraturan secara murni dan konsekuen, 
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sebagaimana yang selalu didengung-dengungkan baik melalui koran, 
radio, maupun melalui televisi.  
Bicara tentang senjata penikam, lazimnya kita berpikir tentang 
benda atau yang digunakan untuk mempertahankan diri atau 
menyerang pihak lain. Benda atau alat yang dapat difungsikan 
sebagai senjata tapi tak digunakan untuk keperluan pertahanan diri 
atau menyerang, memiliki sebutan sendiri yang bermakna netral. 
Misalnya, pisau atau parang/golok adalah nama netral untuk alat 
pemotong. Namun kalau digunakan untuk menyerang orang lain maka 
pisau atau parang/golok tersebut berubah sebutan menjadi senjata 
tajam. Akan halnya bedil, pistol, apa lagi mortir tetaplah senjata 
karena memang dari awal mula dibuat untuk kegunaan menyerang 
pihak lain oleh penggunanya. Begitupun dengan pedang dan samurai 
adalah senjata, karena dibuat untuk keperluan menyerang. Jadi, alat-
alat atau benda yang dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain 
oleh penggunanya, inilah yang disebut sebagai senjata penikam. 
Entah itu menyerang sebagai upaya membela diri atau untuk 
melumpuhkan dan membunuh. 
Tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan 
senjata penikam, tidak saja menarik dikaji oleh karena kuantitasnya, 
akan tetapi juga termasuk nilai peran dominan norma hukum 
substansi siri’ dalam kaitannya dengan kewajiban setiap individu 
mempertahankan diri, harga diri atau pun martabat keluarga. 
3 
 
Beda halnya dengan kejahatan, telah diakui secara umum bahwa 
kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan penderitaan serta 
keresahan masyarakat berbagi negara didunia ini. Hal ini bukan saja 
terdapat di negra-negara berkembang, tetapi juga negara maju. 
Berapa banyak darah dan air mata mengalir secara sia-sia yang 
diakibatkan oleh perbuatan yang disebut kejahatan itu. Dalam 
perkembangan kejahatan-kejahatan tersebut terutama kejahatan 
terhadap nyawa dan tubuh manusia seperti penganiayaan, 
mengancam bahkan pembunuhan dewasa ini cenderung 
menggunakan senjata tajam bagi para pelakunya. Hal ini 
menimbulkan akibat yang lebih parah bagi korbannya akibat dari 
penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan tidak jarang 
menimbulkan luka-luka berat dan bahkan kematian bagi seseorang. 
Dalam hal peningkatan kejahatan dengan menggunakan senjata 
tajam/penikam, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-
Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sebagai usaha preventif untuk 
mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam/penikam 
dalam suatu kejahatan. Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 ini 
selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga didalamnya 
mengatur masalah senjata tajam. 
Oleh karena itu usaha preventif yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam hal penyalahgunaan senjata tajam perlu diapresiasi sebagai 
bahan acuan dasar perkembangan kejahatan dengan menggunakan 
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senjata tajam dewasa ini. Berangkat dalam hal tersebut maka perlu 
ada pengawasan khusus dalam hal kepemilikan senjata tajam secara 
ilegal. 
Akhir-akhir ini di indonesia marak sekali kasus penikaman. Baik  
melalui  media cetak maupun media elektronik dapat diketahui bahwa 
kasus penikaman terjadi diberbagai kalangan baik kalangan anak-
anak, remaja dan orang tua. Salah satu contoh kasus penikaman yang 
terjadi di Kota Makassar yang dilakukan oleh inisial SDP pada tanggal 
10 Maret 2013 yang pada awalnya pelaku mengendarai sepeda motor 
dan bersenggolan dengan penengendara lain yang berteriak jambret, 
sehingga pengendara lain singgah dan mengeledah si pelaku dan 
ditemukan anak panah dan ketapelnya. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan 
dengan berbagai macam tindak pidana yang sering dilakukan oleh 
masyarakat. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk 
Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa menguasai senjata 







B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu : 
1. Apakah tepat penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap 
tindak pidana tanpa hak membawa menguasai senjata 
penikam atau penusuk pada perkara nomor 
733/Pid.B/2013/PN.MKS ? 
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap tindak pidana tanpa hak membawa 
menguasai senjata penikam atau penusuk pada perkara 
nomor 733/Pid.B/2013/PN.MKS ? 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana oleh hakim 
terhadap tindak pidana tanpa hak membawa menguasai 
senjata penikam atau penusuk pada perkara nomor 
733/Pid.B/2013/PN.MKS. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana tanpa hak 
membawa menguasai senjata penikam atau penusuk pada 




2. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat 
dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. 
Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 
a) Manfaat Teoritis 
a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk 
melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar 
kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
b. Untuk menyumbang pengetahuan dan pikiran dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 
ilmu hukum pada khususnya. 
c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh 
selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin serta memberikan landasan untuk 
penelitian lebih lanjut. 
b) Manfaat Praktis 
a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat 
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis 
dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke 
dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun 
untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan 
hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 
memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi 























BAB   II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHPidana) merupakan terjemahan dari istilah Stratbaar 
Feit. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 
dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 
merumuskan dalam undang-undang dengan mempergunakan 
istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung 
suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang 
dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 
peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian 
yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam 
lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas 
untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat. 
Menurut Moeljatno yang berpendapat bahwa istilah yang 
tepat untuk perbuatan pidana yaitu:1 
                                                             
1Moeljatno.Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta, 1987, hal. 54. 
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“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.” 
 
Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari 
tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan 
yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau 
perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan 
sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada 
perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya 
ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang 
menimbulkan kejadian tersebut. Akan tetapi, haruslah diingat 
bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang 
erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang 
menimbulkan  kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.  
Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini 
Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai 
perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai 
berikut:2 
“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh 
suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan 
pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”  
Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat 
“Aturan hukum pidana” dimaksudkan  akan memenuhi keadaan 
hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang 
                                                             
2
Bambang Poernomo.Asas-asas Hukum Pidana.Ghalia Indonesia.Jakarta, 1992, hal 130. 
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tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, 
juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana 
yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang 
dengan diancam pidana.3 
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu 
kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan 
suatu kejahatan.Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara 
keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus 
berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa 
kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk 
kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang 
dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena 
seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang 
bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut 
maka harus dipertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana 
yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah 
terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang 
telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi 
hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa :4 
 
”Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma 
dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum 
                                                             
3 Ibid 
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ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh 
pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum 
pidana.” 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam menjabarkan sesuatu rumusan tindak pidana ke dalam 
unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah 
sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah 
melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. 
Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHPidana) pada umumnya dapat dijabarkan ke 
dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur 
objektif. 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan 
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di 
dalam hatinya. Sementara unsur objektif adalah unsur-unsur yang 
ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan.5 
Unsur-unsur subjektif dari suatu delik itu adalah: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa); 
2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau 
pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) 
KUHPidana; 
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang 
terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan 
                                                             
5
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineke Cipta. 2009. Hal  23 
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pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-
lain; 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachte Raad 
seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHPidana; 
5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana. 
 
Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana 
tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif 
dari suatu delik yaitu :6 
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
2) Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 
415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau 
komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam 
kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana. 
3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana 
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai 
akibat.  
 
Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur 
tindak pidana sebagai berikut:7 
1) Diancam dengan pidana oleh hukum, 
2) Bertentangan dengan hukum, 
3) Dilakukan oleh orang yang bersalah,  










                                                             
6 Ibid 
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B. Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Penikam/Penusuk 
1. Ketentuan Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata 
Penikam/Penusuk 
Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur 
dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2 ) Undang-Undang Darurat Nomor 12 
Tahun 1951 serta Undang-Undang yang berkaitan dengannya. 
Dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 
12 Tahun 1951 menegaskan : 
Pasal 2 
(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, 
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai 
dalam miliknya, menyimpan, mengankut, menyembunyikan, 
mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu 
senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk 
(Slag, steek of stoot wapen), di hukum dengan hukuman 
penjara selama-lamanya sepuluh tahun 
(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau 
senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-
barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan 
guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga 
atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan 
atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang 











2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata 
Penikam/Penusuk 
Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 
12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan 
tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, 
senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di 
uraikan unsur-unsurnya : 
- Barang siapa. 
Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana 
maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan 
sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan 
pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang 
siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam 
asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam 
upaya pembuktian.8 
Sebagai contoh pasal 362 KUHP tindak pidana 
pencurian, adanya kata-kata “barang siapa…”. Sedangkan 
tindak pidana diluar KUHP dikenal istilah “setiap 
orang…”. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun 
“setiap orang” mempunyai konotasi yang sama didalam 
melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya 
langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam 






konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah 
pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk 
persoon). 
Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang 
siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk 
kepada perseorangan (naturalijk persoon). Apabila meninjau 
pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) 
Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana 
hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang 
alami (naturlijkee person). Selain itu, KUHPidana juga masih 
menganut asas “sociates delinquere non potest” dimana 
badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat 
melakukan tindak pidana. 
- Tanpa hak. 
Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam 
delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan 
sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, 
walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur”bersifat 
melawan hukum”(dalam hal ini menganut bersifat melawan 
hukum militer materiil). 
Namun dari kata-kata”Tanpa hak dalam perumusan 
delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik 
militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-
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masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada 
izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. 
Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada 
diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, 
kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal 
ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian 
bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu 
baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah 
ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk 
itu).9 
Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, 
menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau 
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, 
menyimpan, mengankut, menyembunyikan, mempergunakan 
atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, 
senjata penikam, atau senjata penusuk. 
Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia 
adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal 
ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah 
(dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.10 
                                                             




- Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau 
senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-
barang yang nyata-nyata. Dimaksudkan untuk dipergunakan 
guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau 
untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau 
yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka 
atau barang kuno atau barang ajaib. 
Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian 
yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang 
dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah 
tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan 
secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit 
untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan 
ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena 
dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk 
pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.11 
C. Pidana dan Pemidanaan 
Sanksi pidana merupakan reaksi dari akibat dan konsekuensi 
pelanggaran dari suatu perbuatan melawan hukum.Sanksi pada 
umumnya adalah alat pemaksa seseorang mentaati norma-norma 
yang berlaku. Sanski juga berfungsi sebagai alat penderitaan  agar 
menimbulkan efek jerah bagi sipelaku. 





Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukum 
merupakan penderitaan, sedangkan imbalannya merupakan suatu 
kenikmatan sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta akan 
mengikutinya.  
Para pakar memberikan pandangan berbeda-beda dalam suatu 
definisi tentang sanksi. Pengertian sanksi oleh para pakar antara lain 
sebagai berikut :12 
a. Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana adalah semua 
reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan 
oleh undang-undang, di mulai dari penahanan tersangka dan 
penuntutan terdakwa sampai penjatuhan vonis oleh hakim. 
b. Poernomo, mengandung inti berupa suatu ancaman pidana 
(Strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma-norma 
yang telah ditetapkan dalam hukum atas pelanggaran norma. 
c. Utrecht, sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu 
perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan 
oleh manusia atau organisasi social. 
d. Arrasyid, sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang 
dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa 
yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang 
menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya. 
e. Sudikno, pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan 
keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh 
pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadan semula. 
f. Kanter dan Sianturi, sanksi pada umumnya adalah alat 
pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku 
g. Hambali Thalib, sanksi hukum dalam arti sanski 18egative 
yang unsure-unsurnya dapat dirumuskan sebagai reaksi 
terhadap akibat atau konsekwensi terhadap pelanggaran atau 
penyimpangan kaidah social , baik kaidah hukum maupun 
kaidah social non hukum, dan merupakan kekuasaan untuk 
memaksakan ditatinya kaidah social tetentu. 
 
Meurut Kanter dan Sianturi, sanksi adalah merupakan alat 
pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh 
                                                             
12
Hambali Thalib. Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan. Umithoa Ukhuwah Grafika. 
Makassar. 2005. Hal 23 
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setiap orang, dan juga merupakan akibat sanksi hukum bagi 
seseorang yang melanggar norma hukum. Dari definisi beberapa 
pakar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pidana mengandung 
unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :13 
a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenankan. 
b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan atau oleh yang berwewenang. 
c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
delik menurut undang-undang. 
 
Pengertian unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah 
sebelumnya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan sanksi 
dalam hukum pidana (sanksi pidana) adalah reaksi yang diberikan 
dengan sengaja oleh badab yang mempunyai kekuasaan (berwenang) 
berupa pengenaan penderitaan atau akibat-akibat yang tidak 
menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran 
kaidah hukum atau delik menurut hukum atau delik menurut undang-
undang. 
1. Tujuan Pemidanaan 
Dalam memberikan efek jera kepada seseorang pelaku 
kejahatan sebagai konsekuensi dari perbuatannya maka hukum 
pidana dapat dikatakan sebagai jalan terakhir yaitu apabila upaya 
hukum lain selain hukum pidana dianggap tidak mampu dalam 
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Sianturi S.R., dan E.Y. Kanter. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni 
Ahaem Betehaem. Jakarta. 1989, hal 30. 
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memberikan atau menyelenggarakan tata tertib dalam pergaulan 
masyarakat, Waluyadi berpendapat bahwa :14 
“Hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai primum 
remedium, yaitu sebagai upaya antisipasi preventif agar 
manusia mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila ia 
memperkosa atau melanggar hak-hak orang lain (baik nyawa 
atau harta) dengan jalan memperkenalkan hukum pidana 
sedini mungkin.” 
 
Menurut Roeslan Saleh : 
”Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu 
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada 
pembuat delik.”15 
 
Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh,  
hampir sama dengan pengertian pidana dari Sudarto(Muladi)
16
,   
yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa yang sengaja 
ditimpahkan oleh Negara  kepada pelanggar. Akan tetapi, tidak  
semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana   
adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan oleh 
Hulsman : 
”Pidana adalah menyerukan untuk tertib ; pidana pada 
hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk 
mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.”17 
 
Secara khusus tujuan hukum pidana adalah sebagai upaya 
pencegahan untuk tidak dilakukaknya delik atau mencegah 
kejahatan, dengan jalan melindungi segenap kepentingan dari 
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Waluyadi. Hukum Pidana Indonesia. Djambatan. Jakarta, 2003, hal 30.  
15Ninik Suparni. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan. Sinar Grafika. 
Jakarta, 2007, hal 12. 




pada subjek hukum dari pihak-pihak yang tidak bertanggun jawab. 
Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemebrian sanksi 
dengan penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak 
mengenakan secara tegas kepada pihak-pihak lain yang telah 
tebukti melanggar hukum. 
Tujuan dasar dari adanya pidana bagi seseorang yang telah 
melanggar norma-norma hukum pidana adalah dengan 
pertimbangan untuk membalas si pelaku.  
Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada tiga kelompok 
teori pemidanaan atau penjatuhan hukuman, yaitu :  
a) Teori Absolut (retributive/vergeldings theorie) 
Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata 
karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau 
tindak pidana (quai peccatum est). Pidana merupakan akibat 
mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada 
orang yang melakukan kejahatan. Misalnya, jika ada orang 
yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal 
dengan perbuatannya adalah dengan dijatuhi hukuman mati. 
Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (Primair) 
dari pidana menurut teori absolut adalah : 
“untuk memuaskan tuntutan keadilan” (to satisfy the 
claims of justice) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang 
menguntungkan adalah sekunder”18 
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Ibid. Ninik Suparni.Hal 17. 
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Menurut Immanuel Kant : 
“Pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant 
memandang pemidanaan sebagai kategorischeimperative, 
yakni seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah 
melakukan kejahatan tertentu melainkan mencerminkan 
keadilan (uitdrukking van de gerechtigheid).”19 
 
b) Teori Relatif (utilitarian/doeltheorie) 
Menurut teori Relatif, pemidanaan bukanlah untuk 
memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain 
pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan 
atau pengimbalan kepada orang yang melakukan kejahatan 
melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang 
bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi 
hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan 
masyarakat (social defence). Jadi, dasar pembenaran adanya 
pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. 
Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan 
(quai peccatum est) melainkan “supaya orang jangan 
melakukan kejahatan. Sedangkan  teori relatif ini dilandasi 
oleh beberapa tujuan sebagai berikut : 
a. Menjerakan, dengan penjatuhan hukuman, si pelaku 
atau atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi 
lagi perbuatannya (speciale preventive) serta 
masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan 




perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka 
akan mengalami hukuman yang serupa. 
b. Memperbaiki diri tepidana, berdasarkan perlakuan dan 
pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, 
mengulangi perbuatannya dan kembali kepada 
masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. 
c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, 
membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, 
sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan 
dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. 
c) Teori Gabungan (verenigings theorie) 
Menurut teori Gabungan (verenigings theorie) tujuan 
pidananya dan pembenaran penjatuhan pidana disamping 
sebagai pembalasan juga diakui bahwa pidana memiliki 
kemanfaatan baik terhadap individu maupun masyarakat. 
Andi Hamzah menegaskan bahwa secara garis besar 
teori gabungan dapat dibedakan atas tiga golongan, sebagai 
berikut :20 
1. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan, 
menurut teori ini bahwa pembalasan tetap ada (atau 
mutlak) tetapi diterapkan dengan kepentingan masyarakat. 
2. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata 
tertib masyarakat. Menurut teori gabungan ini bahwa 
pidana tidak boleh lebih berat dari pada yang 
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Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana: Rineka Cipta. Jakarta. 2008, hal 36-37. 
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ditimbulkannya dan kegunaanyan juga tidak boleh lebih 
berat dari pada yang seharusnya. 
3. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan 
pertahanan tata tertib masyarakat. 
 
2. Jenis-jenis Pidana 
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) 
sesuai Pasal 10, sanksi pidana terdiri : 
a. Pidana Pokok, antara lain : 
- Pidana mati 
- Pidana penjara 
- Pidana kurungan 
- Denda  
b. Pidana tambahan. Antara lain : 
- Pencabutan beberapa hak tertentu 
- Perampasan beberapa barang tertentu 
- Pengumuman putusan hakim 
 
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
1. Pertimbangan Yuridis 
a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana 
Undang-undang membedakan antara dasar-dasar 
pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan 
pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar 
pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak 
pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana maupun tindak pidana yang diatur 
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diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dasar 
pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku 
pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada 
tindak pidana yang lain21 
a) Dasar pemberatan pidana umum 
- Dasar pemberatan karena jabatan. Pemberatan 
karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana 
yang rumusannya sebagai berikut : 
“Bilamana seorang pejabat karena melakukan 
tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus 
dari jabatannya, atau pada waktu melakukan 
tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan 
atau sarana yang diberikan kepadanya karena 
jabatannya, pidananya ditambah sepertiga” 
 
- Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan 
sarana bendera kebangsaan. Melakukan suatu 
tindak pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 
ayat (1) KUHPidana yang berbunyi sebagai 
berikut : 
“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan 
digunakan bendera kebangsaan Republik 
Indonesia, dipidana untuk kejahatan  tersebut 
dapat ditambah sepertiga.” 
 
- Dasar pemberatan pidana karena pengulangan. 
Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 
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KUHPidana, pemberatan pidana adalah dapat 
ditambah sepertiga dari ancaman maksimum 
pidana penjara (menurut Pasal 486, Pasal 487 
dan semua jenis pidana menurut Pasal 488) yang 
diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. 
Sedangkan pada recidive yang ditentukan lain di 
luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan 
disebut dalam ketiga Pasal ini juga diperberat 
dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman 
maksimun, tetapi banyak yang tidak menyebut “ 
dapat ditambah dengan menambah lamanya saja, 
misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu 
kurungan (Pasal 492 ayat (2)), atau mengubah 
jenis pidananya dari denda diganti dengan 
kurungan (Pasal  495  ayat 2 dan  Pasal  501  
ayat (2)).  
b) Dasar pemberatan pidana khusus 
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan 
pidana khusus adalah pada si pembuat dapat 
dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimun 
pada tindak pidana yang bersangkutan, hal 
diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana 
tertentu. Dasar pemberatan khusus karena hanya 
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berlaku pada tindak pidana tertentu yang 
dicamtumkannya alasan pemberat. Bentuk-bentuk 
tindak pidana yang diperberat terdapat dalam 
jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang 
dirumuskan dalam Pasal 363 dan Pasal 365, pada 
tindak pidanapenggelapan bentuk pemberatannya 
diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375. 
c) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana 
khusus. Disebagian tindak pidana tertentu, ada 
dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya 
berlaku khusus terhadap tindak pidana yang 
disebutkan itu saja, dan tidak belaku umum untuk 
segala macam tindak pidana. Misalnya : tindak pidana 
pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Pasal 5 ayat 1 Rancangan KUHPidana Nasional Tahun 1999-
2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim 
mempertimbangkan : 
1. Kesalahan terdakwa 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 
3. Cara melakukan tindak pidana 
4. Sikap batin membuat tindak pidana  
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku 
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6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak 
pidana 
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan  pelaku 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap 
korban atau keluarga 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, 
asas-asas dan keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat, 
karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki 
oleh hakim. Selain alasan-alasan yang tersebut di atas terdapat 
pula alasan-alasan subjek pelaku yang merupakan hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan. 
Sedangkan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan 
pidana adalah :22 
1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 
2. Terdakwa menyesali perbuatannya 
3. Terdakwa belum pernah dihukum 
4. Terdakwa masih muda dan masih banyak baginya 
kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya 
5. Tindakan terdakwa dilatar belakangi pegaruh dari keadaan 
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A. Lokasi Penelitian 
Penulisan penelitian hukum (skripsi) dengan judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Menguasai 
Senjata Penikam Atau Penusuk” ini termasuk penelitian yuridis 
normatif yang juga biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau 
studi dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena 
penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang 
tertulis atau bahan hukum-hukum yang lain. Disebut penelitian 
kepustakaan disebabkan penelitian lebih banyak dilakukan terhadap 
bahan yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. 
B. Pendekatan Penelitan 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis 
normatif khususnya pendekatan perundang-undangan yang dilengkapi 
dengan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (statute 
approach), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus 
dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 




Dalam penelitian hukum ini penulis menelaah peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
sedang diteliti, kemudian penulis mengambil kasus yang relevan 
dengan hal tersebut yakni Putusan Nomor 733/Pid.B/2013/PN.MKS. 
C. Jenis dan Sumber Bahan 
Penelitian hukum tidak mengenal adanya data maka dari itu untuk 
memecahkan isu hukum sekaligus memberikan persepsi mengenai 
apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-
sumber penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum, sebagaimana 
dimaksud oleh penulis sebagai berikut : 
1. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHPidana) serta Putusan Nomor 
733/Pid.B/2013/PN.MKS. 
2. Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan yang terkait dengan 
permasalahan. 
Bahan non hukum berupa bahan yang bersumber dari responden 
yang berkaitan dengan penelitian yaitu wawancara terhadap hakim 
yang memutus perkara nomor 733/Pid.B/2013/PN.MKS. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan bahan hukum maupun bahan non 
hukum, maka penulis menggunakan cara pengumpulan bahan 




1. Studi Dokumentasi (bahan hukum) 
Dengan cara mengumpulkan bahan, membaca, dan 
menelaah bebeapa buku dari literatur yang berkaitan dengan 
penelitian termasuk Putusan Hakim, Surat Dakwaan Jaksa, 
dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan. 
2. Wawancara (bahan non hukum) 
Dengan cara mengumpulkan bahan dalam bentuk tanya-
jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden 
dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
yang menangani kasus tersebut. 
E. Teknik Analisis Data 
Setelah semua bahan dikumpulkan, baik bahan hukum yakni 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan non 
hukum diperoleh, maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. 
Bahan yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-
kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 










BAB   IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana  Materil oleh Hakim terhadap Tindak 
Pidana Tanpa Hak Membawa Menguasai Senjata Penikam atau 
Penusuk 
 Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana 
materil dalam kasus putusan nomor 641/Pid.B/2011/PN.Makassar, maka 
perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh 
majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan 
Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 
1.   Posisi Kasus 
 Pelaku Sandi Dian Permana Bin Parit pada hari Jumat tanggal 01 
Maret 2013 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan Hertasning 
Kecamatan Rappocini Kota Makassar, secara tanpa hak menguasai, 
membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya. 
 Pelaku Sandi Dian Permana Bin Parit saat mengendarai sepeda 
motor yang bersenggolan dengan pengendara lain, sehingga pelaku 
terjatuh dan saat itulah pendendara motor lain berteriak "Penjambret" 
sehingga pengendara lain singgah dan saat saku baju sweater pelaku 
digeledah, ditemukan anak panah beserta ketapel kemudian dibawah di 
Pos Polisi sambil menunggu polisi dari Polsek Rappocini dan kemudian 
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pelaku dibawa ke Polsek Rappocini beserta senjata tajam yang dibawa 
yang tidak dilengkapi surat izin dari yang berwenang. 
 
2.  Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
 Adapun dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya 
dengan nomor PDM-246/Mks/Ep.1/04/2013. Sebagai berikut: 
 Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 
2 ayat 1 Undang - undang Nomo 12/drt/1951. LN Nomor 
78/1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijedelijke Bojzondere 
Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang 
Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 
 
3.  Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
 Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan 
dipersidangkan pada tanggal 04 Juni 2013 yang memohon agar Majelis 
Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
- Menyatakan terdakwa Sandi Dian Permana Bin Parit bersalah 
melakukan tindak pidana secara tanpa hak membawa atau 
membawa senjata tajam sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-
undang Nomor 12/Drt/1951. LN Nomor 78/1951 
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sandi Dian Permana Bin 
Parit dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi 
seluruhnya selama terdakwa ditahan. 
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- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ketapel besi kedua 
ujung ketapel diikat dengan karet perfungsi sebagai pelontar, 4 
(empat) anak panah busur besi dibagian depan runcing 
bergerigi, dibagian belakang diikat dengan tali raffia untuk 
dimusnahkan. 
- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 
 
4. Amar Putusan 
 Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasa 2 ayat (1) Undang-
undang No. 12/Drt/1951. LN Nomor 78/1951. serta ketentuan hukum 
lainnya, maka Majelis Hakim memutus sebagai berikut: 
- Menyatakan terdaksa Sandi Dian Permana Bin Parit bersalah 
melakukan tindak pidana secara tanpa hak membawa atau 
membawa senjata penikam atau penusuk, 
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 5 (lima) bulan. 
- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) ketapel besi kedua 
ujung ketapel diikat dengan karet berfungsi sebagai pelontar, 4 
(empat) anak panah busur besi dibagian depan runcing 
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bergerigi, dibagian belakang diikat dengan tali raffia di rampas 
untuk dimusnahkan. 
- Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 
 
5. Analisis Penulis 
 Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan 
membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam 
persidangan, serta berpegang teguh pada hal -  hal yang dirumuskan 
dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus 
sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan, telah sesuai 
dengan ketentuan baik hukum pidana materil maupun hukum pidana 
formil dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada 
pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh 
Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi yang saling 
berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur 
perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan 
Negeri Makassar menyatakan terdakwa telah mencukupi rumusan delik 
dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. LN Nomor 
78/1951. 
 Dari sisi hukum pidana materil, penulis akan menganalisis tentang 
penerapan hukum pidana materil telah sesuai dengan Undang-undang 
Nomor 12/Drt/1951. LN Nomor 78/1951. 
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 Hukum pidana materil merupakan persyaratan untuk dapat 
dipidananya seseorang. Dalam perkara diatas perbuatan terdakwa telah 
terpenuhi unsur tindak pidana sebagai mana diatur dalam surat dakwaan 
Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. LN Nomor 78/1951 
yang unsur - unsurnya sebagai berikut: 
 Adapun unsur - unsur tindak pidana penempatan tenaga kerja 
Indonesia diluar negeri yang tidak memiliki KTKLN adalah sebagai berikut: 
1. Barang Siapa 
 Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang 
selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang 
dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai 
pelaku tindak pidana yang mempunyai identitas yang sama dan 
bersesuaian identitas sebagaimana tercantum dalam surat 
dakwaan sehingga unsur barang tersebut telah terpenuhi 
menurut hukum. 
2. Unsur tanpa hak membawa, menyimpan, mempunyai 
dalam miliknya, menyembunyikan sesuatu senjata penusuk 
atau senjata lainnya. 
 Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang 
dihubungkan dengan alat bukti maupun petunjuk, bahwa pada 
hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 dijalan Hertasning 
Kecamatan Rappocini Makassar, Sandi Dian Permana Bin Parit 
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membawa atau menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) 
ketapel besi, kedua ujungnya diikat dengan karet dan berfungsi 
sebagai pelontar, 4 (empat) anak panah busur besi dibagian 
depan dengan runcing bergerigi, dibagian belakang diikat 
dengan tali raffia, terdakwa menguasai senjata tajam yang tidak 
dilengkapi dengan surat izin yang sah dan pihak yang berwajib 
untuk memiliki dan membawa senjata tajam berupa ketapel 
beserta busurnya, hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya 
barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang diakui 
oleh terdakwa adalah miliknya. 
 Analisis penulis terhadap perkara ini sudah dapat tepat 
karena dalam penerapan hukum pidana materil yang dilihat 
adalah dari segi tanggung jawab pidananya, maka pertanggung 
jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidahan, terdiri 
atas tiga syarat yaitu kemampuan bertanggung jawab atau 
dapat dipertanggung jawabkan dari sipembuat, adanya 
perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap terdakwa yang 
berhubungan dengan kelakuannya (disengaja/tidak disengaja) 
serta tidak ada alasan pembenar atau alasan yang 
menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi sipembuat. 
Mengingat hal di atas, maka unsur kemampuan bertanggung 
jawab dapat dipenuhi, kecuali kalau jiwanya tidak normal. 
Dalam hal ini, hakim memerintahkan sekalipun tidak dimintakan 
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oleh pihak terdakwa. Sedangkan terdakwa dalam hal ini terlihat 
baik-baik saja, tidak adanya tanda-tanda yang menunjukkan 
jiwanya tidak normal. 
 Selanjutnya dalam penerapan undang-undangnya penulis 
berangapan bahwa undang-undang yang diterapkan majelis 
hakim sudah tepat yakni Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. 
LN Nomor 78/1951. 
 Berdasarkan hasil análisis penulis, maka penulis 
berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materil pada 
perkara sudah tepat yakni Pas 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 
12/Drt/1951. LN Nomor 78/1951 telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Sementara penerapan 
hukum pidana formilnya sudah sesuai berdasarkan Pasal 197 
Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
yang isinya memuat sebagai berikut: 
a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi "Demi 
Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa", 
b. Identias terdakwa; 
c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat 
dakwaan; 
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas 
mengenai fakta-fakta yang terungkap berserta alat 
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang;  
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e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat 
tuntutan; 
f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan 
yang meringankan terdakwa; 
g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis 
hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah 
terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak 
pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan 
atau tindakan yang dijatuhkan; 
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan 
dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan 
ketentuan mengenai barang bukti; 
j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau 
keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat 
surat otentik dianggap palsu; 
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam 
tahanan atau dibebaskan; 
l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, 
nama hakim yang memutus dan nama panitera. 
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B.  Perimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Menguasai 
Senjata Penikam atau Penusuk pada Perkara Nomor 
733/Pid.B/2013/PN.MKS 
1. Keterangan Saksi-Saksi 
Dari basil pemeriksaan sidang pengadilan diperoleh fakta-fakta 
melalui keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti sebagai 
berikut : 
1) Saksi Rahmatullah 
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan 
bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan 
sebenarnya 
 - Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan 
sehubungan dengan anak panah/busur beserta ketapelnya 
yang terdakwa bawa saat ditangkap 
 - Bahwa benar saat itu ada orang lain yang mengetahui 
terdakwa membawa senjata tajam berupa anak panah/busur 
beserta ketapelnya 
 - Bahwa benar pengakuan terdakwa dicurigai bermaksud 
menjambret tapi karna jatuh dari motornya sehingga diteriaki 
oleh beberapa orang yang mengatakan jambret lalu digeledah 
dan ternyata didalam saku sweaternya ditemukan anak 
panah/busur yang terbuat dari besi 
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 - Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2013 
sekitar jam 11.00 dijalan Hertasning Kecamatan Rappocini 
Makassar 
 - Bahwa benar saat kejadian saksi sementara melaksanakan 
pengamanan di PT APANTE bersama dengan Ikbal Azis 
 - Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam dengan 
cara menyembunyikan didalam saku switernya yang terdakwa 
pakai dan ketika terdakwa bersenggolan motor dengan 
pengendara lain, terdakwa terjatuh dan saat itulah pengendara 
motor yang bersenggolan berteriak "Penjambret" sehingga 
pengendara lain singgah dan saat saku baju switer pelaku 
digeledah ditemukan anak panah beserta ketapel kemudian 
dibawa di Pos Polisi 
2) Saksi Ikbal Azis 
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan 
dibersediah diperiksa serta akan memberikan keterangan 
dengan sebenarnya 
 - Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan 
sehubungan dengan adanya anak panah/busur beserta 
ketapelnya yang terdakwa bawa saat ditangkap 
 - Bahwa benar saat itu ada orang lain yang mengetahui 




 - Bahwa benar pengakuan terdakwa dicurigai bermasuk 
menjambret tapi karena jatuh dari motornya sehingga diteriaki 
oleh beberapa orang yang mengatakan jambret lalu digeledah 
dan ternyata dalam saku switernya ditemukan anak 
panah/busur terbuat dari besa 
 - Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2013 
sekitar jam 11.00 dijalan Hertasning Kecamatan Rappocini 
Makassar 
 - Bahwa benar saat kejadian saksi sementara melaksanakan 
pengamatan di PT APANTE bersama dengan Rahmatullah 
 - Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam dengan 
cara menyembunyikan didalam saku switernya yang terdakwa 
pakai dan ketika terdakwa bersenggolan motor dengan 
pengendara lain, terdakwa terjatuh dan saat itulah pengendara 
motor yang bersenggolan berteriak "Penjambret" sehingga 
pengendara lain singgah dan saat saku baju switer pelaku 
digeledah ditemukan anak panah beserta ketapel kemudian 
dibawa di Pos Polisi 
3) Keterangan Terdakwa 
 - Bahwa benar sehat jasmani dan rohani saat memberikan 
keterangan di penyidik 
 - Bahwa benar terdakwa mengerti sehubungan dengan 
membawa senjata tajam 
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 - Bahwa terdakwa sendirian saat ditangkap oleh petugas 
kepolisian 
 - Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2013 
sekitar jam 11.00 di jalan Hertasning Kecamatan Rappocini 
Makassar 
 - Bahwa benar saat itu ada orang lain yang mengetahui 
terdakwa membawa senjata tajam berupa anak panah/busur 
beserta ketapelnya 
 - Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam dengan 
cara menyembunyikan didalam saku switer yang dipakai dan 
ketika terdakwa bersenggolan dengan motor dengan 
pengendara lain, terdakwa terjatuh dan saat itulah pengendara 
motor yang bersenggolan berteriak "penjambret" sehingga 
pengendara lain singgah dan saat saku baju switer terdakwa 
digeledah ditemukan anak panah beserta ketapelnya kemudian 
dibawa ke Pos Polisi sambil menunggu Polisi dari Polsek 
Rappocini 
 - Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan saksi lain dan 
terdakwa digeledah oleh orang lain yang singgah, orang yang 
berteriak jambret lalu meninggalkan terdakwa. Sedangkan 
terdakwa dibawa ke Pos Polisi terdekat. 
 - Bahwa benar tidak ada maksud terdakwa untuk 
menjambret dan juga tidak ada maksud untuk menyerempet 
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dengan kendaraannya, karena saat itu terdakwa hanya 
menghindari mobil dari depan 
 - Bahwa benar maksud terdakwa membawa anak panah 
beserta ketapelnya hanya sekedar penjaga diri dalam 
perjalanan jauh, apalagi terdakwa biasa pulang sore dan 
sampai di ruah pada malam hari. 
 - Bahwa benar terdakwa sudah tahu sebelumnya, maka 
terdakwa membawa anak panah beserta ketapelnya dengan 
cara menyembunyikan dalam saku baju switer, agar tidak 
terlihat oleh orang lain atau petugas polisi 
 - Bahwa terdakwa kenal dengan 4 (empat) anak panah dan 
ketapel besi adalah milik terdakwa mengendarai motor dan 
bersenggolan dengan pengendara lain sehingga terdakwa 
terjatuh dan saku baju switer yang terdakwa pakai saat itu 
ditemukan anak panah beserta ketapelnya 
 - Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa 
surat izin dari yang berwajib 
 
2. Barang Bukti 
 Barang bukti yang diajukan persidangan berupa 1 (satu) 
ketapel besi sebagai pelontar dan 4 (empat) anak panah/busur 




3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
 Adapaun dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat 
dakwaannya dengan nomor PDM-246/Mks/Ep.1/04/2013 
sebagai berikut: 
 1. Barang siapa 
 Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang 
selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang 
dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya 
sebagai pelaku tindak pidana yang mempunyai identitas yang 
sama dan bersesuaian identitas sebagai tercantum dalam surat 
dakwaan sehingga unsur barang tersebut telah dipenuhi 
menurut hukum 
 2. Unsur tanpa hak membawa, menyimpan, mempunyai 
dalam miliknya, menyembunyikan sesuatu senjata penusuk 
atau senjata lainnya. 
 Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang 
dihubungkan dengan alat bukti maupun petunjuk, bahwa pada 
hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 dijalan Hertasning Kecamatan 
Rappocini Makassar, Sandi Dian Permana Bin Parit membawa 
atau menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) ketapel besi, 
kedua ujungnya diikat dengan karet dan berfungsi sebagai 
pelontar, 4 (empat) anak panah busur besi dibagian depan 
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runcing bergerigi, dibagian belakang diikat dengan tali raffia, 
terdakwa menguasai senjata tajam yang tidak dilengkapi 
dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwajib untuk 
memiliki dan membawa senjata tajam berupa ketapel beserta 
busrnya, hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya barang 
bukti yang diajukan didepan persidangan yang diakui oleh 
terdakwa adalah miliknya 
 Bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih 
dahulu mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan dapat 
meringankan terdakwa guna menerapkan pidana yang setimpal 
dengan perbuatan terdakwa 
  Hal-hal yang memberatkan: 
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
  Hal-hal meringankan: 
  - Terdakwa belum pernah dihukum 
  - Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan 
mengakui perbuatannya 
4. Analisis Penulis 
 Konsekuensi dengan adanya hukum adalah putusan hakim 
harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan 
tidak akan berhenti dengan pertimbangan semata-mata, 
melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan 
kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti 
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keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah 
kemenangan dan kekalahn oleh pencari keadilan. Penting 
kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah 
keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita 
memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan 
tujuan hukum maka tidak hanya memenuhi rasa kepastian 
hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. 
 Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni 
tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga 
mempertimbangkan sosiologisnya yang mengarah pada latar 
belakang terjadinya kejahatan, hakim ditunjuk untuk 
mempunyai keyakinan dan mengaitkan keyakinan itu dengan 
cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum 
sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila 
sebagai sumber dari segala hukum. 
 Berdasarkan putusan perkara nomor: 
733/Pid.B/2013/Pn.Mks menyatakan bahwa terdakwa Sandi 
Dian Permana Bin Parit telah terbukti secara sah menurut 
hukum melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 
12/Drt/1951.LN Nomor 78/1951. Terdakwa dijatuhi hukuman 
penjara selama 5 (lima) bulan. 
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 Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa 
relative ringan. Menurut penulis seharusnya majelis hakim 
menjatuhkan pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hukuman yang ringan ini tidak 
menjamin bahwa terdakwa maupun masyarakat sekitar tidak 
lagi melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam 
putusan Nomor: 733/Pid.B/PN.Mks. Padahal tujuan utama dari 
penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi 
mengulangi perbuatannya, dan juga masyarakat sekitar tidak 
berani lagi melakukan perbuatan yang sama dengan alasan 
bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim sangat berat. 
 Dengan demikian prosedur persidangan dalam putusan 
perkara Nomor 733/Pid.B/2013/PN.Mks sudah sesui dengan 
ketentuan Undang-Undang. Hanya saja ketentuan ini dalam 
prakteknya masih kurang efektif untuk menjerat semua pelaku 







A.  Kesimpulan 
Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materil atas tindakan yang dilakukan 
oleh terdakwa Sandi Dian Permana Bin Parit telah sesuai 
dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.LN 
Nomor 78/1951 serta peraturang perundang-undangan yang 
berlaku. Hal ini terlihat atas terpenuhinya semua unsur-unsur 
sesuai dengan pasal yang dikenakan pada terdakwa. Pasal 
yang dikenakan yaitu Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 
12/Drt/1951.LN Nomor 78/1951. Dengan terpenuhinya unsur 
tersebut, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan 
perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan pidana penjara 5 
(lima) bulan dan membayar biaya perkara. Sedangkan 
penerapan hukum pidana formil sudah sesuai dengan Pasal 
197 ayat 1 KUHAP. 
2. Dalam memutus perkara Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
mempunyai pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan 
terdakwa dan barang bukti, sebagaimana di atur dalam Pasal 
50 
 
197 KUHAP, serta terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan 
pasal yang didakwakan, serta hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan. Sehingga terdakwa harus menjalani pidana 
penjara selama 5 (lima) bulan dan membayar biaya perkara. 
Melihat putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara 
selama 5 (lima) bulan dan membayar biaya perkara, tidak 
sepenuhnya mengandung kemanfaatan hukum. Mengingat 
tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Sandi Dian Permana Bin 
Parit. Maka menurut penulis, pidana yang dijatuhkan oleh 
majelis hakim dinilai sangat ringan. 
 
B.  Saran 
 Adapaun saran yang penulis dapat berkan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini, sebagai berikut: 
1. Pihak penuntut umum dan majelis hakim harus lebih jeli dalam 
hal memeriksa perkara sehingga dapat mengurai dengan tegas 
unsur-unsur tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai 
senjata penikam atau penusuk, sehingga dapat dengan 
menjerat pelaku tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai 
senjata penikam atau penusuk lainnya serta lebih jeli dalam 
menentukan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku 
tindak pidana, serta harus memperhatikan adanya kesalahan 
yang dilakukan, kemampuan bertanggung jawab serta tidak 
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adanya alasan pembenar atau alasan yang menghapus 
pertanggungjawaban bagi terdakwa dalam menerapan Pasal 2 
Ayat 1 Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.LN Nomor 78/1951 
dan harus lebih teliti, karena berhubungan erat dengan pasal-
pasal yang mengatur tindak pidana yang lainnya. 
2. Putusan yang ringan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bisa 
saja membuat pelaku tidak merasakan efek jerah dan dapat 
sewaktu-waktu mengulangi perbuatannya kembali. Oleh sebab 
itu, disini diperlukan keseriusan dan kehati-hatian oleh penegak 
hukum baik oleh jaksa sebagai penuntut umum dalam 
menyusun surat dakwaan dan tuntutan agar dapat menjadi 
dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, 
maupun bagi hakim agar putusan tersebut dapat mengandung 
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